BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga
berdasarkan Permenaker No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja
rumah tangga di Kota Padang masih belum optimal. Sebagian besar pekerja
rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga masih belum
sepenuhnya memahami serta menjalankan aturan yang berlaku. Sebagai
organisasi masyarakat yang bertanggung jawab sangat penting dalam
melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, beberapa hak-hak pekerja rumah
tangga seperti komunikasi dengan keluarga, kesempatan ibadah, dana
informasi mengenai pengguna jasa sudah diterapkan dengan baik. Namun,
hak-hak lain seperti tunjangan hari raya, cuti, waktu istirahat yang cukup,
serta perlakuan yang baik dari pengguna jasa masih belum sepenuhnya
diterapakan kepada pekerja rumah tangga.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga dalam pelaksanaan
dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga di kota padang yaitu
kendala yang berasal dari dalam (intern) yang meliputi pekerja rumah
tangga masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, kurangnya
memahami hak dan kewajiban mereka, serta kehilangan pekerja jika
menuntut haknya, dan banyak pekerja yang masih bergantung secara

ekonomi pada pengguna jasa sehingga memilih untuk tetap bekerja
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meskipun hak-haknya terpenuhi dan kendala dari luar (ekstern) yaitu
pengguna jasa yang kurang patuh terhadap peraturan karena kurangnya
sosialisasi, sebagian besar tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerja
rumah tangga dan masih banyak pengguna jasa pekerja rumah tangga yang
tidak memberikan perlakuan yang tidak baik kepada pekerja rumah
tangganya atau diartikan beban yang berlebihan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pekerja
rumah tangga dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak pekerja rumah
tangga di Kota Padang, yaitu:

a. Untuk Mengatasi masalah dari dalam (intern) pekerja rumah tangga
harus meningkatkan kesadaran hukumnya, meningkatkan keberanian
dalam menuntut haknya, dan memperkuat jaringan sosial antar pekerja
rumah tangga.

b. Untuk mengatasi masalah dari luar (ekstern) Pendekatan diri kepada
pengguna jasa; melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa
dan pekerja rumah tangga, dan mewajibkan pengguna jasa untuk
mendaftarkan pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial.

B. SARAN

1. Untuk pekerja rumah tangga harus meningkatkan pemahaman tentang hak
dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga sesuai dengan Permenaker
Nomor 2 tahun 2015 agar tidak mengalami pelanggaran hak, lebih berani
dalam menyampikan keluhan dan menurut haknya, seperti hak cuti, upah
sesuai perjanjian, dan waktu istirahat yang cukup. Memperkuat solidarits

dan jaringan antar pekerja rumah tangga untuk saling berbagi informasi
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serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan di tempat
kerja.

. Untuk pengguna jasa pekerja rumah tangga harus meningkatkan kesadaran
dan kepatuhan terhaadap aturan yang mengatur hak-hak pekerja rumah
tangga, terutama dalam hal pembayaran upah yang sesuai, pemberian hak
cuti, serta waktu istirahat yang cukup. Mendaftarkan pekerja rumah tangga
ke dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, untuk
memberikan perlindungan lebih baik bagi mereka. Memperlakukan pekerja
rumah tangga dengan baik dan menghormti hak-hak mereka sebagai pekerja
yang memiliki peran penting dalam rumah tangga.

. Untuk pengguna jasa pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga din
Kota Padang meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja rumah
tangga serta pengguna jasa mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi
PRT, baik melalui seminar, media sosial, maupun kampanye publik.
Memperhatikan pengguna jasa pekerja rumah tangga dan memberikan
sanksi bagi pengguna jasa yang melanggar aturan dalam Permenaker Nomor
2 Tahun 2015. Dan mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kuat,
seperti Undang-Undang pekerja rumah tangga, agar perlindungan bagi
pekerja rumah tangga memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

. Untuk Lembaga penyalur pekerja rumah tangga memastikan bahwa pekerja
rumah tangga yang disalurkan mendapatkan informasi yang lengkap tentang
hak dan kewajiban mereka sebelum mulai bekerja. Mengawasi kondisi kerja
pekerja rumah tangga yang telah disalurkan dan memberikan pendampingan

jika terjadi permasalahan dengan jasa. Menjalin kerja sama dengan
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pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan

serta kesejahteraan pekerja rumah tangga.
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